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DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA



BAB I
PENDAHULUAN

A. 	LATAR BELAKANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang menyajikan data dan informasi mengenai hasil kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk dari pertanggung jawaban institusional  Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ). LAKIP dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan kinerja tahun-tahun berikutnya.
Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Terbentuknya Dinas Perhubungan Kota Samarinda, mengalami beberapa tahap yang disebabkan terjadinya pemekaran daerah, pada tahun 1975 dibentuk instansi pemerintahan yang mengurusi bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang disebut DLLAJ. DLLAJ mempunyai wilayah kerja setingkat Provinsi disebut Kantor Inspeksi LLAJ Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk wilayah Kota Samarinda yang mengurusi bidang tersebut adalah DLLAJ Kotamadya Samarinda.
Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang terbentuk berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2001, merupakan salah satu instansi teknis dimana dalam melaksanakan tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kinerja dan pelayanannya dapat langsung dirasakan oleh segala lapisan masyarakat.
Serangkaian upaya peningkatan kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan selama ini, baik yang bersifat fisik maupun berupa peningkatan kinerja pelayanan non fisik telah diupayakan dengan optimal. Dengan upaya berupa pembinaan terhadap juru parkir, penataan dan pengaturan kawasan parkir, serta pengawasan/penertiban terhadap kapal-kapal sungai, penyuluhan dan sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan berlalu lintas berupa penyuluhan keselamatan pelayaran bagi para nahkoda kapal.
B.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
	Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
TUGAS POKOK
· Dinas perhubungan Kota Samarinda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang “ Perhubungan” yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
· Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :
· Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan Pemerintah Kota.
· Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan Pemerintah Kota.
· Koordinasi pelaksanaan tugas, Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas
· Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas
· Pengawasan dan Pengendalian bidang Perhubungan
· Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
· Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
· pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

· SEKRETARIAT
· TUGAS POKOK SEKRETARIAT
1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas dan Pengelolaan Barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
3) Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

· FUNGSI SEKRETARIAT
a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan.
b) Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
c) Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
d) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan.
e) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan.
f) Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
g) Pengelolaan anggaran dinas dan penerimaan dinas/retribusi.
h) Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
i) Pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan.
j) Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
k) Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
l) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan.
m) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas.
n) Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
o) Pengordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem tekhnologi informasi/aplikasi yang digunakan oleh lintas bidang pada Dinas.
p) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
q) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
r) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

· BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
· TUGAS BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
1) Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang lalu lintas jalan.
2) Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
3) Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

· FUNGSI BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN
a) Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
b) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran.
c) Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran.
d) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran.
e) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran.
f) Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan sistem jaringan lalu lintas jalan raya dan pengelolaannya, pengendalian dan operasional.
g) Penyiapan dan pelaksana koordinator forum lalu lintas
h) Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan penetapan kinerja jalan.
i) Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota serta koordinator pelaksanaan lomba tertib lalu lintas.
j) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota.
k) Pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi berkaitan operasional parkir dan penderekan.
l) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
m) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan sistem jaringan jalan, perekomendasian, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian dampak pembangunan sesuai norma, standar dan prosedur menejemen rekayasa lalu lintas.
n) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran.
o) Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
p) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan.
q) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

· BIDANG PRASARANA
· TUGAS BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI
1) Bidang Prasarana mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis prasarana dan fasilitas perhubungan.
2) Bidang Prasarana dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
3) Bidang Prasarana membawahi seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

· FUNGSI BIDANG PRASARANA
a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang prasarana serta lampu penerangan jalan umum dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
d) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
e) Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis prasarana perhubungan serta lampu penerangan jalan umum dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku.
f) Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan serta lampu penerangan jalan umum.
g) Pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang type C.
h) Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan operasional terminal type C.
i) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan fasilitas dan prasarana, perekomendasian, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian prasarana perhubungan.
j) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dibidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda.
k) Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
l) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
m) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

· BIDANG KESELAMATAN
· TUGAS BIDANG KESELAMATAN
1) Bidang Keselamatan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan.
2) Bidang Keselamatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
3) Bidang Keselamatan membawahi seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

· FUNGSI BIDANG KESELAMATAN
a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang Keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor.
c) Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang Keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor.
d) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor.
e) Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis keselamatan perhubungan dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan.
f) Penyiapan dan pelaksanakan kegiatan Dewan Maritim Kota.
g) Pelaksanaan penyusunan program audit, investigasi terhadap keselamatan perhubungan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal.
h) Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal.
i) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor..
j) Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
k) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
l) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

· BIDANG ANGKUTAN
· TUGAS BIDANG ANGKUTAN
1) Bidang Angkutan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan.
2) Bidang Angkutan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Dinas.
3) Bidang Angkutan membawahi seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

· FUNGSI BIDANG ANGKUTAN
a) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang Angkutan meliputi Angkutan jalan, Angkutan dan Dermaga sungai dan Angkutan khusus.
c) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan Angkutan.
d) Pelaksanaan kegiatan perumusan Angkutan.
e) Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan trayek dan operasional dermaga.
f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan Angkutan.
g) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan pemadu moda.
h) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Angkutan meliputi Angkutan jalan, Angkutan dan Dermaga sungai dan Angkutan khusus.
i) Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
j) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN
Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Samarinda terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya seperti peralatan/ perlengkpan/ aset. Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.
C.1 Sumber Daya Manusia
Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan seperti pada tabel berikut :
Tabel 1.1 Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2016-2018
	NO
	Jabatan
	Tahun 2016
	Tahun 2017
	Tahun 2018

	
	
	L
	P
	L
	P
	L
	P

	1
	Eselon II
	1
	0 
	1
	0 
	1
	0 

	2
	Eselon III
	5
	0 
	5
	0 
	5
	0 

	3
	Eselon IV
	21
	3
	21
	3
	12
	3

	 Jumlah
	27
	3
	27
	3
	18
	3

	Total
	30
	30
	21


Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2018







Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2016-2018
	NO
	Kualifikasi Pendidikan
	Tahun 2016
	Tahun 2017
	Tahun 2018

	
	
	L
	P
	L
	P
	L
	P

	1
	Sekolah Dasar (SD)
	6
	0
	3
	0
	4
	0

	2
	SMP
	2
	0
	3
	0
	4
	0

	3
	SMA / SMK
	105
	18
	90
	19
	61
	18

	4
	Sarjana Muda ( D-III )
	5
	0
	9
	1
	2
	2

	5
	Sarjana ( S1/D-IV )
	27
	15
	26
	12
	18
	9

	6
	Pasca Sarjana ( S2 )
	12
	0
	19
	0
	8
	0

	Jumlah
	157
	33
	145
	32
	97
	21

	Total
	190
	177
	118


Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2018


Tabel 1.3 Pegawai Tidak Tetap Harian / Pegawai Tidak Tetap Bulanan
Tahun 2016-2018
	NO
	Kualifikasi Pendidikan
	Tahun 2016
	Tahun 2017
	Tahun 2018

	
	
	L
	P
	L
	P
	L
	P

	1
	Sekolah Dasar (SD)
	65
	5
	67
	3
	67
	3

	2
	SMP
	0
	2
	18
	2
	18
	2

	3
	SMA / SMK
	144
	18
	196
	17
	196
	17

	4
	Sarjana Muda ( D-III )
	12
	0
	12
	2
	12
	2

	5
	Sarjana ( S1/D-IV )
	37
	12
	49
	16
	49
	16

	Jumlah
	258
	37
	342
	40
	342
	40

	Total
	295
	382
	382


Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2018
	No
	Pangkat dan Golongan
	Tahun 2016
	Tahun 2017
	Tahun 2018

	
	
	L
	P
	L
	P
	L
	P

	1
	I/a
	Juru Muda
	3
	0
	2
	0
	2 
	0

	2
	I/b
	Juru Muda Tk. I
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	3
	I/c
	Juru
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	I/d
	Juru Tk. I
	0
	0
	3
	0
	0
	0

	5
	II/a
	Pengatur Muda
	26
	3
	3
	0
	26
	3

	6
	II/b
	Pengatur Muda Tk. I
	18
	3
	13
	4
	18
	3

	7
	II/c
	Pengatur
	39
	6
	36
	3
	39
	6

	8
	II/d
	Pengatur Tk. I
	8
	0
	8
	1
	8
	0

	9
	III/a
	Penata Muda
	10
	2
	5
	2
	10
	2

	10
	III/b
	Penata Muda Tk. I
	22
	8
	13
	8
	22
	8

	11
	III/c
	Penata
	7
	4
	9
	2
	7
	4

	12
	III/d
	Penata Tk. I
	7
	3
	6
	5
	7
	3

	13
	IV/a
	Pembina
	4
	0
	5
	0
	4
	0

	14
	IV/b
	Pembina Tk. I
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	15
	IV/c
	Pembina Utama Muda
	1
	0
	1
	0
	1
	0

	16
	IV/d
	Pembina Utama Madya
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Jumlah
	148
	29
	106
	25
	148
	29

	TOTAL
	177
	131
	177


Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2016 - 2018



2.	Sumber Daya Lainnya
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kota Samarinda. menempati Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Kalimanatan Timur sejak tahun 2001, selain prasarana Kantor juga dilengkapi sumber daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan kurang baik.
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Tabel 1.6 Aset Dinas Perhubungan Kota Samarinda
Tahun Per 31 Desember 2017 - 2018
	No
	Nama Barang
	Keadaan Per 31 Des 2017
	Keadaan Per 31 Des 2018

	
	(Berdasarkan Bidang Barang)
	Jumlah
	Harga (Ribuan)
	Jumlah
	Harga (ribuan)

	1
	Tanah
	14
	144.292.469.000,00
	15
	92.537.149.000,00

	2
	Alat-alat besar
	2
	3.721.124.600,00
	2
	3.721.124.600,00

	3
	Alat-alat Angkutan
	64
	7.340.032.010,00
	64
	8.153.328.510,00

	4
	Alat-alat Bengkel dan Alat ukur
	30
	4.830.747.900,00
	30
	4.933.624.570,00

	5
	Alat kantor dan rumah tangga
	706
	10.239.008.118,00
	706
	18.601.098.957,00

	6
	Alat studio dan alat komunikasi
	292
	1.875.871.240,00
	292
	2.927.376.580,00

	7
	Alat-alat kedokteran
	1
	45.879.000,00
	1
	45.879.000,00

	8
	Alat Laboratorium
	86
	901.754.550,00
	86
	913.504.550,00

	9
	Bangunan Gedung
	58
	36.666.231.000,00
	58
	33.846.096.000,00

	10
	Monumen
	1
	1.125.139.000,00
	1
	737.815.173,00

	11
	Jalan dan Jembatan
	22
	23.057.841.550,00
	22
	23.057.841.550,00

	12
	Bangunan Air/Irigasi
	0
	0
	0
	0

	13
	Instalasi
	12
	6.871.898.450,00
	12
	6.871.898.450,00

	14
	Hewan dan Ternak Serta Tanaman
	8
	418.302.000,00
	8
	354.552.000,00

	15
	Aset Kondisi Rusak Berat
	0
	0
	0
	1.391.675.439,00

	16
	Aset Tidak Berwujud
	0
	0
	0
	630.813.400,00

	17
	Konstruksi dalam pengerjaan
	18
	129.565.010.598,00
	18
	0

	
	Jumlah
	1.243
	330.700.045.859,00
	1.314
	468.299.196.086,00


              Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2018

Tabel 1.7
Data Sarana Operasional Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2016 - 2018
	Uraian
	Tahun
2016
	Tahun
2017
	Tahun
2018
	Keterangan

	Mobil Operasional
	10
	10
	10
	Kondisi Baik

	Mobil Derek
	3
	3
	3
	Kondisi Baik

	Mobil Uji Keliling
	1
	1
	1
	Kondisi Baik

	Mobil APILL
	2
	2
	2
	Kondisi Baik

	Mobil Dinas
	12
	13
	13
	Kondisi Baik

	Sepeda Motor Operasional
	16
	16
	16
	Kondisi Baik

	Sepeda Motor Dinas
	31
	31
	31
	Kondisi Baik

	Jumlah
	75
	76
	76
	Unit


Sumber : Database Sub Bagian Umum Dishub Kota Samarinda, Tahun 2018		
D. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN EKSTERNAL
Hambatan dan permaslahan eksternal yang dihadapi Dinas Perhubungan antara lain :
1. Kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Samarinda yang baik, dengan indikator kepemilikan kendaraan pribadi yang meningkat baik roda dua maupun roda empat, berimbas pada minat penggunaan Jasa Angkutan Umum kota yang menurun sehingga para pengusaha atau pemilik angkutan kota tidak dapat mencapai kondisi ideal secara ekonomi dalam usahanya sehingga tidak mampu untuk melakukan penggantian atau peremajaan armadanya.
2. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pertumbuhan infrastruktur jaringan jalan sehingga perbandingan volume dan kapasitas jalan (V/C Ratio) berdampak pada penundaan dan berpotensi terjadinya kemacetan lalu lintas.





3. Belum tersedianya kantong-kantong parkir yag belum memadai sehingga bedampak pada aktivitas parkir tepi jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya sehingga berpotensi terhadap ketidakdisiplinan berlalu lintas, kesemrawutan berlalu lintas dan mengurangi kapasitas jalan, hal ini dapat diantisipasi dengan membangun kantong-kantong parkir dilahan terbuka atau membangun gedung parkir.
4. Fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan dalam bentuk Marka, Rambu, RPPJ, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan paku jalan serta pagar pengaman jalan (Guardrill) belum sebanding dengan kebutuhan jaringan jalan yang terbangun, sehingga kondisi ini terkesan kurang optimalnya dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dalam berlalu lintas, hal ini dapat didukung dengan penganggaran yang proporsional.
5. Kurangnya partisipasi pengusaha angkutan sungai dan pengetahuan pemilik kapal dibidang pelayanan jasa angkutan sehingga tingkat kinerja pelayanan angkutan sungai sangat rendah dan kurang diminati masyarakat.
6. [bookmark: _GoBack]Seluruh pemilik kapal sungai sangat sulit diberikan pemahaman dikarenakan latar belakang pendidikan formal yang mereka miliki.
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